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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau. Jumlah
pulau-pulau yang dimiliki Indonesia yaitu sebanyak 17.504 pulau. Secara
geopolitik, Indonesia memiliki peran yang sangat setrategis karena berada di
antara benua Asia dan Australia, serta diantara samudra Pasifik dan samudra
hindia. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai poros maritim dunia konteks
perdagangan global ( the global supply chain system) yang menghubungkan
kawasan asia pasifik dengan Australia.® Laut Indonesia sebagai sumber pangan
terutama protein hewani dalam bentuk ikan dan hewan laut lainnya. Produk
perikanan di Indonesia pada tahun 2007 adalah 4.924.430 ton.?

Meningkatnya eksploitasi hasil perikanan, menyebabkan para nelayan
maupun perusahaan perikanan dalam melakukan proses ekspolitasi sering terjadi
persaingan yang tidak saja dilakukan secara legal, namun terkadang juga
dilakukan secara illegal. Salah satunya bentuk tindakan ekspolitasi hasil perikanan
yang illegal yaitu penggunaan bahan peledak atau yang dikenal dengan istilah
“bom ikan” dalam menangkap ikan. Penggunaan bahan peledak atau bom ikan
untuk menangkap pada prinsipnya merupakan suatu tindak pidana yang
bertentangan pada pasal 84 dan 85 Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang

perikanan.®

Dalam penggunaan bahan peledak untuk menagkap ikan merupakan salah
satu metode penagkapan ikan yang dapat merusak ekosistem di dalam laut,
kususnya terumbu kanang yang di katagorikan dalam salah satu bentuk illegal

fishing tidak dapat dipungkiri penggunaan bahan peledak dalam penangkapan

! Yosua Hamonamangan Sihombing, “Optimalisasi Hukum Laut Untuk Pengembangan
Potensi Sumber Daya Perikanan di Indonesia”, Jurnal Hukum Lingkungan, Vol. 3 ISSUE. 2,
Maret 2017, hal. 2.
? George Dieter Nakmofa, “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pengeboman Ikan di
Kebupatean Flores Timur”, Jurnal Masalah-masalah Hukum, Vol. 43 No. 4, 2014, hal. 576.
Ibid.



ikan masih marak terjadi. Bagi nelayan melakukan tindakan pengeboman dalam
penagkap ikan tersebut adalah jalan pintas untuk mendapatkan hasil tengkapan
yang lebih banyak walaupun dengan resiko yang lebih tinggi.Dalam pengunaan
bahan peledak sengat membahayakan keselamatan bagi nelayan itu sendiri selain
itu, penggunaan bahan peledak dalam penagkapan ikan juga berdampak pada
menurunnya produktifitas perikanan yang secara tidak langsung telah
mempengaruhi pendapatan bagi nelayan pesisir dan mempengaruhi kemampuan
terumbukarang dalam meminimalisir energi gelombang dan arus yang menerpa

pantai.*

Di sisi lain, adanya gejalah penangkapan ikan yang berlebihan, pencurian
ikan, dan tindakan illegal fishing lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian
bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudi daya-ikan,
iklim industry, dan usaha perikanan nasional. Permasalahan tersebut harus
diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakan hukum dibidang
perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang
pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Adanya kepastian
hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan

tindak pidana dibidang perikanan.’

Kemiskinan dan lemahnya pengawasan praktik-praktik penangkapan ikan
di negara berkembang menyebabkan destruksi ekosistem yang relative lebih
besar, kususnya di Asia, seperti Filipina, Thailand dan Indonesia. Dari berbagai
studi diketahui bahwa kondisi terumbu karang di Indonesia yang relative masih
baik hanya sekitar 20% dari total luas terumbu karang yang ada. Penangkapan
ikan dengan cara destruktif (bom, sianida) dan sejenisnya terjadi secara pasif dan
konsekuensi secara umum sudah diketahui akibatnya, yaitu penyebabkan

*Rosari, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak dalam
Melakukan Penagkapan Ikan (Studi Kasus Putusan Nomor: 54/Pid.Sus/2013/PN.TK), (Skripsi
Universitas Hasanuddin, Makasar, 2016), hal. 3.

® Maria Maya Lestari, “Penegakan Hukum Pidana Perikanan di Indonesia Studi Kasus
Pengadilan Negeri Medan”, jurnal llmu Hukum, Vol. 2 No. 3, 2013, hal. 3.



penurunan sumber daya ikan untuk menyuplai kebutuhan industri perikanan

secara berkelanjutan.®

Dalam hal ini kronologi kasus yang diambil oleh Penulis di Kabupaten
Manggarai yaitu berawal pada hari Selasa, tanggal 8Maret 2016, sekitar pukul
15.00 WITA, Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias
ADIMAN., bersama dengan Terdakwa Il. ANGGARMAN HUSAIN alias
ANGGARMAN alias ANGGA, bersama dengan saksi Ferdin dan saksi Wawan
dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu motor berwarna hijau dengan tulisan
Sinar Bulan, datang dari perairan Bima menuju ke wilayah perairan Laut Sawu,
tepatnya di Lampung Mercusuar Lowok, Pulau Mules, Desa Nuca Molas,
Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai untuk menangkap ikan.
Setibanya di wilayah perairan laut sawu tersebut, Terdakwa 1. Langsung
mengambil botol bir yang telah dirangkai menjadi 2 (dua) rangkaian, dimana satu
rangkaian terdiri dari 2 (dua) buat botol bir sedangkan satu rangkaiannya lagi
terdiri dari 3 (tiga) buah botol bir yang telah diisi penuh dengan bahan kimia
berupa pupuk urea yang telah dicampur minyak tanah yang telah dikeringkan
dimana ujung rangkaiannya tersebut telah diberi sumbu, setelah itu Terdakwa I.
Mengambil rangkaian botol bir lalu membakar ujung sumbunya dengan korek api
kemudian Terdakwa I. Langsung melempar rangkaian botol bir tersebut ke dalam
laut, tidak lama setelah itu terdengar suara ledakan yang sangat keras dan
semburan air laut keudara, setelah itu Terdakwa |I. Mengambil lagi rangkaian
botol bir yang kedua lalu membakar ujung Sumbunya dan langsung melemparkan
rangkaian botol bir tersebut ke dalam laut dan tidak lama setelah itu terdengar
suara ledakan yang kedua kalinya dan tidak lama setelah itu diatas permukaan air
laut disekitar perahu motor terlihatlah ikan jenis kabule mengapung dipermukaan

air laut dalam kondisi mati yang disebabkan trauma fisik yang kuat.

Setelah melihat ikan jenis kabule dalam kondisi mati terapung diatas
permukaan air laut Terdakwa I. dan Terdakwa Il. Langsung terjun kedalam laut
untuk mengunpulkan ikan kabule yang telah mati tersebut sedangkan saksi Ferdi
dan saksi Wawan tetap berada diatas perahu memegang kompresor dan

® Ahmad Fauzi, “Kebijakan Perikanan dan Kelautan, Isu, Sintesis dan Gagasan”. (Jakarta
: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal. 15.



memasukkan ikan yg telah dikumpulkan oleh kedua Terdakwa. Tidak lama
setelah itu datanglah Anggota Tim Patroli Terpadu yang terdiri dari Petugas dari
Polsek Satar Mese, Koramil 1612-07 Satar Mese, Satpol PP Kecamatan Satar
Mese dan Kecamatan Satar Mese Barat dan langsung melakukan penangkapan
terhadap kedua Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1
(satu) unit perahu motor berwarna hijau putih dengan tulisan Sinar Bulan, 1 (satu)
buah kompresor warna merah merk Shark, 2 (dua) buah selang kompresor warna
kuning, 1 (satu) buah bunding warna hijau, 1 (satu) buah bunding warna biru, 1
(satu) buah box tempat ikan warna biru, 2 (dua) buah dakor, 2 (dua) pasang sepatu
katak, 2 (dua) buah kaca mata selam, 2(dua) pak korek api merk Indoka, 1 (satu)
buah HP merk Nokia type 105 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia Type

1280 warna hitam dan 500 (lima ratus) ekor ikan kambule yang telah mati.

Upaya Hukum tingkat Pertama Putusan Pengadilan Nergri Ruteng Nomor
57/Pid.Sus/2016/PN.Rtg Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa 1. Junaidin
Usman dengan penjara selama 5 (lima) Tahun dan Terdakwa Il. Anggarman
Husain dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Sedangkan Upaya Hukum
tingkat  Banding Putusan  Pengadilan  Tinggi Kupang Nomor
65/Pid.Sus/2016/PT.KPG Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ruteng
Nomor 57/Pid.Sus/2016/PN.Rtg sedangkan Upaya Hukum tingkat Kasasi Putusan
Mahkamah Agung Nomor 2173 K/Pid.Sus/2016 membatalkan putusan Pengadilan
Tinggi Kupang Nomor 65/Pid.Sus/2016/PT.KPG dan memperbaikin putusan
Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 57/Pid.Sus/PN.Rtg. menyatakan Terdakwa I.
JUNAIDIN USMAN, bersama dengan Terdakwa 1. ANGGARMAN HUSAIN,
menjatuhkan pidana dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun

dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan setatus barang bukti Uang senilai Rp. 480,000,00 (empat
ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) ekor ikan kabule kering
dirampas untuk Negara dan barang bukti berupa 2 (dua) pak korek apo merk
INDOKA dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa : 1 (satu) unit
perahu motor berwarna hijau putih dengan tulisan Sinar Bulan, 1 (satu) buah

kompresor warna merah merk Shark, 2 (dua) buah selang kompresor warna



kuning, 1 (satu) buah bunding warna hijau, 1 (satu) buah bunding warna biru, 1
(satu) buah box tempat ikan warna biru, 2 (dua) buah dakor, 2 (dua) pasang sepatu
katak, 2 (dua) buah kaca mata selam, 1 (satu) buah HP merk Nokia type 105
warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 1280 warna hitam dikembalikan
kepada Junaidin Usman.

Ketentuan dalam tindak pidana perikanan ini diatur dalam pasal 84 sampai
pasal 101 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan dan beserta
perubahan di dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009. Sebagai perbuatan
pidana illegal fishing yang melanggar ketentuan pidana sebagaimana yang telah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, bahwa setiap proses penegakan
hukum, segala upaya paksa berupa perampasan hak kebendaan dari milik
perorangan menjadi milik Negara haruslah di dasarkan pada tata cara yang patut
dan alasan yang sah secara hukum, hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya
abuse of process dan abuse of diacretion dalam suatu proses penyelesaian suatu
perkara, kasus yang di ambil oleh penulis.

Dalam al-Qur’an dijelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di
bumi. Kewajiban manusia sebagai khalifah harus diaktualisasikan dengan
menjaga, mengurus bumi dan segala yang ada didalamnya untuk dikelola sebagai
mestinya. Dalam hal ini kekhalifahan sebagai tugas dari Allah untuk mengurus
bumi harus dijelaskan sesuai dengan kehendak penciptanya dan tujuan

penciptanya.’

Sementara tujuan allah mensyariatkan hukumnya adalah untuk
memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari kerusakan
(mafsadah), baik di dunia maupun di akhirat. Dan bahwa semua kewajiban (taklif)
yang diemban oleh setiap manusia tidak dapat dipisahkan dari aspek kemaslahatan
baik secara eksplisit maupun secara implisit. Dalam pandangan Iman al-Shatibi,

hukum yang tidak mempunyai tujuan kemaslahatan akan menyebabkan hukum

"Muhammad Harfis Zuhdi, “Rekonstruksi Figh Al-BI’AH Berbasis Maslahah: Solusi
Islam Terhadap Krisis Lingkungan”, Jurnal Hukum Islam (IAIN) Mataram, Vol. 14 NO. 1, Juni
2015, hal. 47.



tersebut kehilangan legitimasi sosial di tengah masyarakat manusia, dan ini yang
tidak mungkin terjadi pada hukum tuhan.®

Dalam kontek ajaran islam, jauh sebelum persoalan-persoalan lingkungan hidup
muncul dan menghantui penduduknya, islam telah lebih dahulu memberikan
peringatan lewat ayat al-Qur’an. Dengan demikian, persoalan lingkungan hidup
adalah bagian integral dari ajaran islam, dan manusia menempati kedudukan
strategis sebagai khalifah di muka bumi.® Sebagai mana dijelaskan dalam surat
QS. Al-Bagarah ayat 30:

Artinya: “ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada malaikat: “sesunggihnya

aku hendak menjadikan seseorang khalifah dimuka bumi”

Maka tugas manusia, dimuka bumi ini adalah sebagai pemimpin dan sebagai
pemimpin dan sebagai wakil Allah dalam memelihara bumi (mengelola
lingkungan hidup). Oleh karena itu, dalam memanfaatkan bumi ini tidak boleh
mengeksploitasinya secara semena-mena. Pemanfaatan sebagai sumber daya alam
baik yang ada di darat, laut dan udara harus dilakukan secara proposional dan
rasional untuk kebutuhan masyarakat bayak dan senantiasa menjaga

ekosistemnya.®® Allah sudah memperingatkan dalam surat (QS. al’A’raf ayat 56)
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Artinya: “dan jaganlah kalian membuat kerusakan diatas muka bumi setelah
allah memperbaikinya dan berdo’alah kepada-Nya dengan rasa takut tidak
terima dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat

kepada orang-orang yang berbuat baik”.(QS. Al-A’raf:56)

® Ibid., hal. 48.
° Ibid.
10 1pit., hal. 49.



Menjamurnya berbagai organisasi sipil yang mencoba memperjuangkan
kepentingan lingkungan ternyata juga tidak bisa menekan laju degradasi
lingkungan. Sebaliknya, perilaku destruktif dan eksploitatif, demi meraup
kepentingan pribadi, semakin sulit dikendalikan. Hal ini dapat dilihat semakin
maraknya praktik-praktik illegal loging, illegal fishing, illegal mining,
pencemaran, environmental crime, korupsi lingkungan, degradasi hutan di
berbagai wilayah di Indonesia dan sebagainya. Mengatasi krisis lingkungan yang
kini sedang melanda dunia bukanlah melulu persoalan teknis, ekonomis, politik,
hukum dan sosial-budaya semata. Melainkan diperlukan upaya penyelesaian dari
berbagai perspektif, termasuk salah satunya adalah perspektif figh lingkungan
(figh al-bi’ah), karena persoalan ekologi berkaitan dengan problem kemanusiaan

secara keseluruhan.!

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji
suatu permasalahan dengan mengambil judul : “PENERAPAN UNSUR-UNSUR
TINDAK PIDANA PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK DALAM
PENANGKAPAN IKAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 2173
K/Pid.Sus/2016/)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian pembahasan latar belakang tersebut diatas, maka yang

menjadi pokok permasalahan disini adalah:

1. Bagaimana penerapan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang
Perikanan terhadap Tindak Pidana penggunaan bahan peledak dalam kasus
penangkapan ikan?

2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana penggunaan

bahan peledak dalam penangkapan ikan dalam Putusan Nomor: 2173
K/Pid.Sus/2016?

3. Bagaimana Perspektif Agama Islam dalam tindak pidana penggunaan

bahan peledak dalam penangkapan ikan?

! Syrifudin, “Pencemaran Lingkungan Dalam Perspektif Figh”, Jurnal Hukum Islam,
Vol. X1l No. 1 Juni 2013, hal. 42.



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut, maka tujuan utama dari penelitian ini

adalah:

1. Mengetahui penerapan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang
Perikanan terhadap Tindak Pidana penggunaan bahan peledak dalam
penangkapan ikan.

2. Mengetahui pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggunaan
bahan peledak dalam penangkapan ikan dalam Putusan Nomor: 2173
K/Pid.Sus/2016.

3. Mengetahui Perspektif Agama Islam dalam tindak pidana penggunaan

bahan peledak dalam penangkapan ikan.

D. Manfaat Penelitian
Dalam tujuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. Manfaat Teoritis
Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan
serta menjadi bahan masukan pagi pihak yang berwenang di bidang hukum
pada umumnya dan dibidang hukum pidana yang berkaitan dengan illegal
fishingkhususnya tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam
penangkapan ikan.
2. Manfaat Praktis
Sebagai sumbangan pemikiran untuk memperluas wawasan dan
pengetahuan, khususnya kepada penulis dan akademisi mengenai penerapan
hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penangkapan ikan
mengunakan bahan peledak.
E. Kerangka Konseptual
Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara
konsep-konsep khusus, yang akan diteliti, bedasarkan judul yang penulis buat,
maka didapat beberapa definisi atau pengertian sebagai berikut:
1. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan di

ancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sini perbuatan yang



bersifat aktif (melakukan suatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga
perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya
diharuskan oleh hukum).*

2. Pertanggungjawaban pidana adalah “tidak dipidana” jika tidak ada
kesalahan (actus non facit reum nisi mens sit rea).*®

3. Bahan peledak adalah bahan yang berbentuk padat, cair, menjadi zat-zat lain
yang lebih stabil, yang sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan
perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat disertai
efek panas dan tekanan yang sangat tinggi."

4. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang
tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk
kegiatan yang menggunakan kapal untuk, memuat, mengangkut,
menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau
mengawetkannya.™

5. lllegal fishing adalah kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan
yang tidak diataur oleh peraturan yang ada atau aktifitasnya tidak dilaporkan
kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia.®

6. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia , yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah
jalur di laut dan berbatasan dengan laut territorial Indonesia sebagaimana
ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan
Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya
dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pengkal
laut teritorial Indonesia.’

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang

berdasarkan pada bahan kepustakaan, studi dokumen melalui buku dan data

sekunder.

12 Teguh Prasetyo, hukum pidana, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 50.

® Nunung Mahmudah, Illegal Fishing Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi
Diwilayah Perairan Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 15.

 Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara R.1, Peraturan Kapolri Nomor 2
Tahun 2008, LN Tahun 1931 Nomor 168, Pasal 1 ayat (1).

%5 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perikanan, UU Nomor 45 Tahun 2009, LN
Tahun 2004 Nomor 118, TLN 4756, Pasal 1 ayat (5).

1% Nunung Mahmudah, op. crt., hal. 80.

7 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perikanan, loc. cit., Pasal 1 Ayat (21).
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2. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer : yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana,
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan beserta
perubahannya di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Tahun 2010.

b. Bahan Hukum Sekunder : yaitu buku-buku hukum, skripsi, tesis, artikel,
jurnal hukum yang terkait dengan judul dari penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier : yaitu menggunakan kamus hukum dan kamus
lain yang relavan dengan penelitian ini guna menunjang penelitian yang
dilakukan dan situs internet.

3. Alat Pengumpulan Data
Data yg diperlukan dalampenyusunan penelitian ini menggunakan,
jenis alat pengumpulan datastudi dokumen atau bahan pustaka serta
melakukan Wawancara langsung kepada Pengacra Khusus Pidana, dan

Hakim Pid.Sus Perikanan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

4. Analisis Data
Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data Deskriptif
Kwalitatif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau
lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai
sesuatu yang utuh.™®
G. Sistematika Penulisan
Dalam penulisan ini penulis memerlukan adanya sistematika penulisan
yang mudah dimengerti, maka penulis menjabarkan menjadi 5 (lima) bab,
diantaranya:
BAB | Pendahuluan
Dalam bab ini membahas mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah,
Tujuan Penelitian, manfaat penelitian, Metode penelitian, Kerangka
Konseptual, dan Sistematika Penulisan.
BAB Il Tinjauan Pustaka

830erjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cat 3 (Jakarta: Universitas Indonesia
Press), 2014. hal. 250.
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Dalam bab ini akan membahas mengenai Tindak Pidana, Pidana dan,
Pertanggung Jawaban Pidana, dan Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak

dalam Penangkapan Ikan, Tinjauan Umum Tentang illegal fishing.

BAB 11l Pembahasan limu

Dalam bab ini penulis akan menguraikan jawaban dari Rumusan Masalah
yang tercantum sebagaimana di dalam bab | yaitu, untuk mengetahui
penerapan Hukum Pidana Materil dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun
2009 Tentang Perikanan terhadap Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak
dalam Penangkapan lIkan, serta mengetahui pertimbangan majelis Hakim

dalam penjatuhkan putusan terkait dengan perkara yg di analisis.

BAB IV Pembahasan Agama
Dalam bab ini berisi mengenai kajian islam terhadap studi kasus yg

diangkat dalam skripsi.

BAB V Penutup
Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dari hal-hal yang telah diuraikan
terhadap permasalahan yang telah dibahas dan saran yang berguna untuk di

pelajari dibahas sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dibahas.



